
 

 

 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI 

JEMBER 

 

(The Payment Implementation of Land and Building Taxation on PT Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember) 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

 

Oleh 

Gianeke Putri Agustin 

NIM 140903101058 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JEMBER 

2017 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


i

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI

JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

Gianeke Putri Agustin

NIM 140903101058

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ii

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Syari Imas dan Ayahanda Hermanto yang menyayangiku, dan mengiringi

setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;

2. Adiku Kelvin Oktoviansyah yang selalu menemani;

3. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga

tugas akhir ini bisa terselesaikan;

4. Para pengajar sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah

memberikan ilmu dan bimbingan;

5. Sahabat-sahabatku Abbel Breza Zahlul Fiddon, Diah Sri Lastika, Nawang Nidlo

Titisari, Siska Tri Nur Aisyah, Arsy Firsty Fajriyani, Diah Ayu Paramiswari,

Muhammad Supriyanto Wicaksono dan Udik Fajar yang telah memberikan

semangat dan meluangkan waktu untuk menemani;

6. Teman-teman Diploma III Perpajakan, terimakasih atas kebersamaannya;

7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


iii

MOTO

“Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib

pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala

bentuk”*)

*) Tjahjono dan husain Oktober 1997, halaman:476
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penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan

pada PT. Perkebunan Nusantara X wilayah Jember. Kekayaan alam yang ada di

Indonesia sudah seharusnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk

kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan

bangunan tersebut harus memberikan kontribusi pada negara. Kontribusi tersebut

berupa pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di segala

sektor serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga peran serta

pemerintah dan aparatnya sangatlah penting. Tidak hanya pemerintah, masyarakat

pun juga harus terlibat dalam proses pembangunan yaitu dengan cara membayar

pajak. Dengan adanya pajak maka terdapat pemasukan terhadap kas negara yang

nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penekanan dalam laporan ini adalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan

sektor perkebunan. Data diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember pada bagian Akuntansi

dan Perpajakan. Data yang diambil di lapangan meliputi dua pokok bahasan yaitu

Perincian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta alur pelaksanaan

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
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Kebun kertosari Jember. Pada bagian perincian, objek PBB sektor perkebunan

diklasifikasikan menjadi empat areal, yaitu areal produktif, areal tidak produktif, areal

emplasemen, dan areal lainnya. Sedangkan dalam bagian alur pelaksanaan

pembayaran, secara sederhana pelaksanaan pembayaran PBB PT Perkebunan

Nsantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dimulai dari pengisian SPOP, setelah

SPOP diisi, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan

memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan kepada kantor pusat untuk

melakukan pembayaran.
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang bercorak agraris dari segi 

kehidupan rakyat dan perekonomiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa bumi 

termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memegang 

fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Kekayaan alam yang ada di Indonesia 

sudah seharusnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 

Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus 

memberikan kontribusi pada negara. Kontribusi tersebut berupa pajak yang kemudian 

digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor serta bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pajak dapat juga diartikan sebagai 

salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan 

penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat 

yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan 

sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, demi tercapainya kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat Indonesia, diperlukan adanya kerjasama dan kesadaran yang baik 

antara mereka yang memberikan pungutan pajak dengan mereka yang menjadi wajib 

pajak (Darwin, 2013:6). 

   Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan 

pembangunan, pajak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat, sehingga peran serta pemerintah dan aparatnya sangatlah penting. Tidak 
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hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus terlibat dalam proses pembangunan 

yaitu dengan cara membayar pajak. Dengan adanya pajak maka terdapat pemasukan 

terhadap kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pemasukan kas negara yang berasal dari pajak membuat pembangunan akan terus 

berjalan siring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan. Semakin 

besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang semakin baik pula 

sehingga pajak dapat terakomodir dengan baik. Apabila pajak dikelola dengan baik 

maka implikasinya adalah pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan lancar. 

 Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

(PPnBM). Dalam laporan ini lebih ditekankan kepada Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). PBB dikenakan terhadap semua lapisan masyarakat yang memperoleh 

manfaat bumi dan atau bangunan. PBB merupakan pajak yang bersifat pajak objektif 

dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah 

dan atau bangunan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sebagai pajak 

objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan 

oleh adanya objek pajak (Darwin, 2013:6). 

 Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibedakan menjadi berbagai sektor, yaitu 

sektor perdesaan dan perkotaan (P2) yang telah dialihkan menjadi pajak daerah 

sedangkan sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan (P3) masuk 

dalam pajak pusat (http://www.pajakpusat.com/ Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah, 

diakses 22 Maret 2017). Dalam laporan ini penulis lebih menekankan kepada sektor 

perkebunan. Hasil pengenaan PBB sektor perkebunan sangat membantu dalam 

percepatan pembangunan di Indonesia. Wilayah perkebunan yang ada di Tanah  Air 

sangat luas dan merupakan usaha yang produktif, sehingga wajar jika kawasan 

perkebunan dikenai pajak khususnya PBB sektor perkebunan. 
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 Salah satu contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan dapat 

dilihat pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember. PT. 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi. PTPN X Kebun Kertosari Jember 

ini hanya sebagai unit usaha saja, karena hanya menyiapkan lahan dan hasil produk 

yang telah dipesan oleh konsumen. Untuk pemasaran hasil produk, dilakukan 

langsung pada Kantor Pusat Surabaya. Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada PT 

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember yang terdiri dari Areal 

produktif, Areal emplasemen, dan areal lainnya. 

Penulis menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan menjadi 

hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena PBB sektor perkebunan 

memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah dan kas negara dengan cara 

bagi hasil pajak. Hal ini dapat dilihat dari imbangan pembagian biaya pemungutan 

PBB terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebesar 60% dan Pemerintah Daerah sebesar 

40% (Darwin, 2013:119). Besarnya imbangan pembagian biaya didasarkan kepada 

besar kecilnya peranan masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasioanal pemungutan PBB. Jumlah tersebut tergolong signifikan dalam 

pemasukan kas baik daerah maupun negara. Selain itu, PT Perkebunan Nusantara X 

(Persero) Kebun Kertosari Jember bergerak dibidang perkebunan yang memiliki 

beberapa area yang dijadikan objek pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang 

PBB perkebunan. Secara lebih lanjut, untuk memperlajari PBB sektor perkebunan 

juga diperlukan pengetahuan tentang pelaksanaan pembayarannya. Sehingga penulis 

membahasnya dalam tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat praktek kerja nyata dan 

yang telah diungkapkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian 
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yaitu bagaimana pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada PT 

Perkebunan Nusantara X wilayah Jember? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1  Tujuan Praktik Kerja Nyata 

 Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkebunan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun 

Kertosari Jember. 

 

1.3.2  Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Memperluas wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

Perkebunan; 

2) Menjadikan wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya menjadi 

mahasiswa yang siap memasuki lingkungan kerja yang semakin sulit, karena 

telah dibekali pengalaman-pengalaman lingkungan kerja dalam melakukan 

PKN tersebut; 

3) Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan 

khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan. 

b. Bagi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember 

Memberikan hasil laporan tugas akhir mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan sektor perkebunan pada PT Perkebunan Nusantara X 

(Persero) Kebun Kertosari Jember. 

c. Bagi Universitas 

Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa memahami tentang pajak khususnya 

Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:1) 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Unsur-unsur yang dimiliki pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Ciri-ciri pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
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d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 

 

2.1.2  Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang tinggi 

terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak 

yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya 

hidup konsumtif. 

 

2.1.3  Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secra umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak 
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b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan prekonomian masyarakat 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya 

e. Sistem pemungutan harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 

oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. 

Contoh : 

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif 

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% 

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan 

maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.1.4  Hukum Pajak 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:4) Hukum 

Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya 

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum 

ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

1) Hukum Tata Negara; 
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2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif); 

3) Hukum Pajak; 

4) Hukum Pidana. 

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat 

ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari 

Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang 

mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

 Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (Fiskus) selaku 

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013:5) 

ada 2 macam hukum pajak yakni: 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa 

yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala 

sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan Wajib Pajak 

Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakanhukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain : 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak 

2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak 

3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, 

dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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2.1.5  Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak dapat dibedakan 

menurut: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara 

Contoh : PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

Pajak Daerah terdiri atas : 

a) Pajak Propinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : PBB Perdesaan dan Perkotaan 
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2.1.6  Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 

stelsel : 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) : 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 

pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, 

jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b.  Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak meliputi: 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 
 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya 

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkembangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini 

berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak meliputi: 

1) Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

b) Wajib pajak bersifat pasif 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan  sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 
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b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.7  Tarif Pajak 

 Beberapa macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2013:9) dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Tarif proporsional/sebanding 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif pajak progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap  : kenaikan presentase tetap 

3) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil 
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d. Tarif degresif 

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang 

menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi 

dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

 

2.1.8  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

            Menurut Mardiasmo (2013:332) Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek 

Pajak pengganti. 

  

2.1.9  Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) 

 Menurut Mardiasmo (2013:332) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut 

ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 

 Menurut Mardiasmo (2013:332) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan 

besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan 

SPPT berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). 

 

2.2  Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan 

2.2.1  Dasar Hukum 

Menurut Mardiasmo (2013:331) dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. 
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2.2.2  Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Darwin (2013:6) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. 

 Menurut Mardiasmo (2013:331) yang dimaksut dengan bumi dan bangunan 

yaitu: 

a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, 

tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia 

b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan; 

2) Jalan tol; 

3) Kolam renang; 

4) Pagar mewah; 

5) Tempat olah raga; 

6) Galangan kapal, dermaga; 

7) Taman mewah; 

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 

9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

 

2.2.3  Asas Pajak Bumi dan Bangunan 

 Asas Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2013:331) yaitu: 

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan; 

b. Adanya kepastian hukum; 

c. Mudah dimengerti dan adil; 

d. Menghindari pajak berganda. 
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2.2.4  Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Mardiasmo (2013:333) yang termasuk objek Pajak Bumi dan 

Bangunan yaitu: 

a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan 

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan atau bangunan adalah 

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagia 

pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. 

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1) Letak; 

2) Peruntukan; 

3) Pemanfaatan; 

4) Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1) Bahan yang digunakan; 

2) Rekayasa; 

3) Letak; 

4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain. 

c. Pengecualian Objek Pajak 

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak 

yang: 

1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk 

mencari keuntungan, antara lain: 

a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara 

b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit 

c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren 

d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan 
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e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi. 

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu 

3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak 

4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik 

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

 

2.2.5  Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Darwin (2013:6) subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang 

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh 

manfaat atas bangunan. 

 Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan 

adanya suatu hak atas bangunan berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat 

atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang 

pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi 

yang dikelolanya. 

 

2.2.6  Sektor Pajak Bumi dan Bangunan 

 menurut(http://www.pajakpusat.com/ Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah, 

diakses 22 Maret 2017), PBB dibedakan menjadi 2 menurut pungutannya yaitu: 

a. Pajak Pusat meliputi: 

1) Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, PBB 

Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi 
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dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan 

2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan 

Menurut Darwin (2013:58) objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan 

atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang 

diberikan hak pengusahaan hutan 

3) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 

Menurut Darwin (2013:76) sektor pertambangan adalah objek Pajak Bumi 

dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian 

dari semua jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital 

dan bahan galian lainnya. 

b. Pajak Daerah meliputi: 

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (http://www.pajak.go.id/ 

Seri PBB – PBB dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses 22 

Maret 2017). 

 

2.2.7  Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Mardiasmo (2013:337) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

yaitu: 

a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak 

b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan seriap tiga tahun oleh Menteri  

Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan daerahnya 

c. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak 
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d. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur 

serta memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak 

(assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan 

pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 

 Telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual 

Kena Pajak (NJKP), yaitu: 

a. 40% (empat puluh persen) untuk: 

1) Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas 

bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,-. 

Ketentuan ini tidak berlaku bagi objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau 

dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, dan para 

pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata 

berasal dari gaji atau uang pensiun. 

2) Objek pajak perkebunan, yang luas lahannya sama atau lebih besar dari 25 

hektar yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, badan usaha 

swasta, maupun berdasarkan kerja sama operasional antara pemerintah dan 

swasta 

3) Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk area blok tebangan dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, 

pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan pemegang Ijin Pemanfaatan 

Kayu yang pengenaan PBBnya dilakukan sekaligus dengan pemungutan 

Iuran Hasil Hutan. 

b. 20% (dua puluh persen) untuk Objek Pajak lainnya. 

 

2.2.8  Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Mardiasmo (2013:338) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak: 
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2.2.9  Tahun, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang 

 

2.2.9  Tahun, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang 

 Menurut Siti (2015:248) tahun, saat, dan tempat yang menentukan pajak 

terutang, yaitu: 

a. Tahun pajak 

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, yaitu dari 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 

b. Saat terutangnya pajak 

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak 

pada tanggal 1 Januari 

c. Tempat terutangnya pajak 

Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang mencakup letak objek 

pajak. 

 

2.3  Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 

2.3.1 Dasar Hukum 

 Tata cara pengenaan PBB sektor perkebunan, peraturan pelaksanaannya diatur 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014. 

 

2.3.2  Pengertian Perkebunan 

 Menurut Rachman (1992:109) perkebunan adalah suatu yang diusahakan 

dengan pengurusan yang teratur dan sistematik, penjagaan tanaman yang rapi, 

kawasan tanaman yang luas, pengeluaran produk yang teratur dan mengikuti jadwal. 

 

 

 

Pajak Bumi dan Bangunan  = Tarif Pajak × NJKP 

    = 0,5% × [Presentase NJKP x (NJOP - NJOPTKP] 
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2.3.3  Pengertian PBB Sektor Perkebunan 

 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, PBB 

Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan. 

 

2.3.4  Objek PBB Sektor Perkebuanan 

 Menurut Tmbooks (2015:426) objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi 

dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan. 

Kegiatan usaha perkebunan meliputi: 

a. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan 

untuk Budidaya (IUP-B); 

b. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan 

hasil perkebunan yang di berikan Izin Usaha Perkebunan. 

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan meliputi: 

a. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak 

guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; 

b. Wilayah diluar hak guna usaha yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna 

usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan. 

Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna meliputi: 

a. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna 

usahanya sedang dalam proses perpanjangan; 

b. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki 

izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan. 
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2.3.5  Subjek PBB Sektor Perkebunan 

 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014, subjek pajak 

PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 

Kebun Kertosari Jember Jl. A Yani No. 688 Pakusari Jember pada bagian Akuntansi 

dan Perpajakan. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 30 hari kalender, yaitu 

dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di PT 

Perkebunan X (Persero) Kebun Kertosari Jember. 

 Waktu pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember yaitu: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X 

(Persero) Kebun Kertosari Jember 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin s/d Jum’at 07.30 – 15.00 WIB 

Sabtu 07.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan membuat laporan 

Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada 

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”. Penulis ditempatkan  
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  Bersambung 

pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan 

Perpajakan. 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang tidak lepas dari bidang Akuntansi dan Perpajakan pada PT 

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember seperti mengecek NPWP 

karyawan, kemudian juga pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) melalui e-Filling dan mengaktivasi e-FIN. Sehingga penulis 

dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat mengetahui langkah-

langkah dalam melaporkan pajak secara online melalui e-Filling. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata  

Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) 

 

 

20/02/2017 

Membantu bidang SDM untuk 

melakukan pengecekan NPWP 

karyawan untuk SPT Tahunan 

2016 atas formulir aktivasi EFIN 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

21/02/2017 

Mengecek data karyawan tetap 

sesuai formasi bagian dan penataan 

TBN MTT 2017/2018 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

23/02/2017 

Melakukan survey lapangan pada 

Kawasan Berikat Industri Bobbin 

Jember 

Bambang Sihono 

(Bagian Asset) 
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  Sambung 

Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) 

 

24/02/2017 

Mengecek data karyawan tetap 

sesuai formasi bagian dan 

penataan TBN MTT 2017/2018 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

27/02/2017 s.d 

06/03/2017 

Membantu mengisi SAP (System 

Application and Product) untuk 

Kebun Kertosari, Kebun Ajung, 

dan Kebun Sukowono 

Karmaji, ST 

(Bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM)) 

 

8/03/2017 s.d 

10/03/2017 

Membantu menata arsip-arsip 

karyawan 

 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

11/03/2017 

Melakukan jalan sehat di wilayah 

TBN XI daerah Bulangan D 

sampai Penataran Gambiran 

Drs. Suryanto 

(Kepala Dinas 

Keamanan) 

 

13/03/2017 

Mengambil data EFIN karyawan 

di KPP Pratama Jember 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

14/03/2017 s.d 

15/03/2017 

Membantu menata berkas EFIN 

karyawan PTPN X Kebun 

Kertosari Jember 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

16/03/2017 s.d 

18/03/2017 

Membantu melaporkan SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 gaji 

karyawan menggunakan e-Filling 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan) 

 

20/03/2017 

Melaporkan SPT PPh Pasal 21, 

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 

(2) 

Deddy Krisna, SE 

(Bagian Akuntansi dan 

Perpajakan 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer pada pelaksanaan 

kegiatan ini yaitu dengan cara wawancara langsung pada narasumber terkait yaitu 

Bapak Deddy Krisna, SE selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data sekunder 

adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung. Data sekunder pada pelaksanaan kegiatan ini berupa salinan Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB Perkebunan, daftar perincian peruntukan 

obyek pajak tahun 2016, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, data aset 

Kebun Kertosari dan bukti pembayaran pada Bank Mandiri. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Penulis mendapatkan data dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun 

Kertosari Jember  pada staf bidang Akuntansi dan Perpajakan yaitu Bapak Deddy 

Krisna, selaku pembimbing selama kegiatan Praktek kerja Nyata. Data yang 

diperoleh berupa salinan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB 

Perkebunan, daftar perincian peruntukan obyek pajak tahun 2016, Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, data aset Kebun Kertosari dan bukti 

pembayaran pada Bank Mandiri. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan 

menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek 

Kerja Nyata ini. Data dikumpulkan penulis dengan cara meminta langsung kepada 

narasumber dalam hal ini adalah pegawai PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 

Kebun Kertosari Jember. Selain itu penulis juga melakukan wawancara atas 

pelaksanaan pembayaran PBB Perkebunan. Dalam wawancara tersebut dijelaskan 
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bahwa PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember hanya 

melaporkan ke Kantor Pusat Surabaya lalu kantor pusat Surabaya yang membayar 

pajak terutang. Sehingga Kebun Kertosari hanya menerima salinan atas bukti 

pembayaran PBB Perkebunan. Untuk data aset yang dimiliki PT Perkebunan 

Nusantara X, penulis memfokuskan pada data aset Kebun Kertosari. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan hasil Praktek Kerja Nyata 

(PKN) yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari 

Jember maka dapat disimpulkan: 

a. Secara garis besar, pelaksanaan pembayaran PBB PT Perkebunan Nsantara X 

(Persero) Kebun Kertosari Jember dimulai dari pengisian SPOP, setelah SPOP 

diisi, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan 

memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan ke kantor pusat untuk 

pembayaran. Setelah SPPT selesai dibayarkan oleh kantor pusat Surabaya, PT 

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan mendapatkan 

bukti pembayaran PBB. 

b. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember dalam 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak melebihi tanggal jatuh tempo dan 

membayar pajaknya sesuai dengan SPPT. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan penilaian dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah 

dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kertosari Jember. Penulis 

juga mengamati dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember sudah melaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 yaitu tidak melampaui 

jatuh tempo yang telah ditentukan. Harapan penulis untuk PT Perkebunan Nusantara 

X (Persero) Kebun Kertosari Jember untuk kedepannya dapat mempertahankan 

ketaatannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah. [online]. (http://www.pajakpusat.com/ diakses 22 

Maret 2017). 
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Seri PBB-PBB dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [online]. 
(http://www.pajak.go.id/ diakses 22 Maret 2017). 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Daftar Absen Magang 
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Lampiran 6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 8. Data Aset Kertosari 
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Lampiran 9. Daftar Perincian Peruntukan Obyek Pajak Tahun 2016 

-[  
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Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
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Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
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Lampiran 12. Bukti Pembayaran 
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Lampiran 13. Daftar Konsultasi 
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Lampiran 14. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

 

SALINAN 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER- 31 /PJ/2014 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

SEKTOR PERKEBUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

Menimbang :         a.   bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  

sektor perkebunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Perkebunan; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan 

pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan 

kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan 

mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

perkebunan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang 

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; 

 

Mengingat :           1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan  

                                Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

                                       Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang 

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 

PERKEBUNAN. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak 

terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan 

2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, yang selanjutnya disebut 

PBB Perkebunan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas 
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bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam  kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan. 

3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan 

Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan. 

4. Areal Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman 

perkebunan. 

5. Areal Belum Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami 

tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah 

diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. 

6. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan. 

7. Areal Pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai 

pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. 

8. Areal Emplasemen adalah areal yang berada di dalam kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diatasnya dimanfaatkan 

untuk bangunan dan/ atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. 

9. Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB Perkebunan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
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perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP Pengganti. 

11. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah 

biaya tenaga kerja, bahan dan alai yang diinvestasikan untuk pembukaan 

lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. 

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang selanjutnya 

disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib 

Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Perkebunan ke Direktorat 

Jenderal Pajak. 

13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang 

selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek 

pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB 

Perkebunan. 
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya PBB Perkebunan yang terutang kepada Wajib 

Pajak. 

 

Pasal 2 

 

(1) Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada 

di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. 

(2) Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha 

Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan 

b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha 

pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan 

(IUP). 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


61 
  

(3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang 

mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses 

mendapatkan hak guna usaha; dan 

b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses 

mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. 

(4) Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses 

mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b, merupakan wilayah yang secara fisik tidak terpisahkan 

dengan areal yang dikenakan PBB Perkebunan. 

(5) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak 

guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan 

b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah 

memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib 

diselesaikan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi: 

a. areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa: 

1) Areal Produktif; 

2) Areal Belum Produktif, meliputi areal: 

a) yang belum diolah; 

b) yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan 
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c) pembibitan, 

3) Areal Tidak Produktif; 

4) Areal Pengaman; dan 

5) Areal Emplasemen; 

b. areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya. 

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan 

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan/atau perairan. 

 

Pasal 4 

(1) Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas 

objek pajak PBB Perkebunan. 

(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan 

kewajiban membayar PBB Perkebunan menjadi Wajib Pajak PBB 

Perkebunan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau 

pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara mengisi SPOP 

dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen 

pendukung. 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh subjek 

pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek 

pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. 
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(3) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari SPOP. 

(4) Bentuk formulir untuk: 

a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I 

Peraturan Direktur Jenderal ini; dan 

b. LSPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II 

Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 6 

 

(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan 

LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak. 

(2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah: 

a. tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan 

secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau 

b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman 

lainnya. 

(3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP • dan LSPOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak, maka tanggal 

diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak. 

(4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara 

langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau 
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b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman 

lainnya. 

 

Pasal 7 

 

Penatausahaan objek pajak PBB Perkebunan dilakukan oleh: 

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, 

yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; atau 

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk dalam hal letak objek pajak 

berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

dalam satu kabupaten atau kota. 

 

Pasal 8 

 

(1) Dasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan 

antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. 

(3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian 

antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per 

meter persegi. 

(4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi 

NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai klasifikasi NJOP bumi. 

(5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil 

perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter 

persegi. 
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(6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam 

klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. 

 

Pasal 9 

 

(1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 

merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal 

objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan. 

(2) Total nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah 

dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB 

Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek 

pajak dimaksud. 

(3) Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. Areal Emplasemen dan areal yang belum diolah pada Areal Belum 

Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis yang ada 

disekitarnya; 

b. Areal Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada 

disekitarnya ditambah dengan SIT; 

c. areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal pembibitan 

pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap 

nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal 

Belum Produktif; 

d. Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi 

per meter persegi Areal Produktif; dan 
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e. Areal Tidak Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai 

bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal 

Belum Produktif. 

(4) Besarnya SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun 

oleh Kepala Kantor Wilayah DJP. 

 

Pasal 10 

 

(1) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(6) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas 

bangunan. 

(2) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan. 

(3) Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi 

penyusutan. 

 

Pasal 11 

 

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Perkebunan dengan 

menerbitkan SPPT. 

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib 

Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak. 

 

Pasal 12 

 

SPOP dan LSPOP yang sudah disampaikan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak 

sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku. 
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Pasal 13 

 

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, pengenaan PBB Perkebunan 

untuk Tahun Pajak 2014 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Non-ior PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perkebunan. 

 

Pasal 14 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 

Pasal 15 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 
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Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

    ttd 

 

A. FUAD RAHMANY 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

 u.b. 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

 

 

 

HANTRIONO JOKO SUSILO 

NIP 196812221991031006 
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